BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo secara umum telah
melakukan dan menerapkan kualitas isi berita dengan baik. Hal tersebut
ditunjukkan dengan prinsip objektivitas yang telah terpenuhi. Enam dimensi
dari prinsip objektivitas tersebut adalah factualness, accuracy, completeness,
relevance, balance, dan neutrality. Dari enam dimensi tersebut, kualitas isi
berita mengenai kasus mafia pgjak Gayus Halomoan P Tambunan pada Surat
Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo diteliti berdasarkan tujuh unit
andlisis, yaitu sfat fakta, akuras penyagjian, relevans sumber berita,
kelengkapan 5W dan 1H, nilai berita, tipe liputan, dan sensasionalisme.

Kekurangan Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo adalah pada
unit analisis sifat fakta, Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo dapat
dikatakan buruk. Prinsip objektivitas menghendaki fakta sosiologis dalam
pemberitaan. Pada kedua surat kabar tersebut, sifat fakta masing-masing
adalah 57% atau 0,57 untuk Surat Kabar Kompas dan 60% atau 0,6 untuk
Koran Tempo, maka dapat dikatakan memiliki dimens factualness yang
buruk. Fakta sosiologis lebih banyak ditemukan daripada fakta psikologis,
namun jumlahnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Dimensi accuracy diukur melalui dua unit analisis, yaitu akurasi penyajian

dan relevans sumber berita. Akurasi penyajian dalam pemberitaan kasus
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mafia pgak Gayus Halomoan P Tambunan dipenuhi Surat Kabar Harian
Kompas dan Koran Tempo dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan
hanya beberapa berita sgja yang tidak memiliki akurasi penyajian pada kedua
surat kabar tersebut, sedangkan sebagian besar berita memiliki akurasi
penyajian. Unit analisis relevansi sumber berita dipenuhi Surat Kabar Harian
Kompas dan Koran Tempo dengan sangat baik. Wartawan mengumpulkan
berita dan memintai keterangan dari sumber berita yang tepat, artinya sumber
berita tersebut adalah orang yang mengalami peristiwa tersebut, saksi
peristiwa, atau ahli yang menguasai permasalahan mengenai kasus mafia
pajak Gayus Halomoan P Tambunan.

Dilihat dari sisi kelengkapan berita atau completeness, Surat Kabar Harian
Kompas dan Koran Tempo sudah menjalankan prinsip compel eteness dengan
baik, ditandai dengan nilai kelengkapan 5W dan 1H yang tinggi. Kelengkapan
5W dan 1H penting untuk dipenuhi guna menunjang pemahaman pembaca
yang utuh dan benar terhadap teks berita. Unit analisis nilai berita untuk
melihat dimensi relevance, telah dijalankan Surat Kabar Harian Kompas dan
Koran Tempo dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai berita
yang dijumpai dalam keseluruhan pemberitaan adalah nilai berita yang
mengarah ke significance. Pemberitaan yang mengarah ke significance
mempunyai nilai berita yang penting dan layak untuk diketahui banyak orang.
Maka semakin penting dan layak sebuah berita untuk diketahui banyak orang,

semakin relevan berita tersebut.
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Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo juga telah melakukan
liputan sesuai dengan standar balance, ditandai dengan tipe liputan yang
banyak dipakai adalah tipe liputan dua sisi. Selain tipe liputan dua sisi, kedua
surat kabar tersebut juga melakukan tipe liputan multi sisi, walaupun
jumlahnya lebih sedikit dari tipe liputan dua sisi. Dalam penelitian ini,
dimensi netralitas diukur berdasarkan unit analisis sensasionalisme. Hasl|
penelitian menunjukkan bahwa Surat Kabar Harian Kompas dan Koran
Tempo memiliki dimens neutrality yang tinggi. Sensasionalisme berita pada
kedua surat kabar tersebut sangat rendah. Berikut ini adalah hasil penelitian
secararinci:

1. Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo lebih banyak menampilkan
fakta sosiologis daripada fakta psikologis, namun keduanya berada pada
kategori buruk. Pada Surat Kabar Harian Kompas, dari 37 berita yang
diteliti, sebanyak 21 berita atau 57 % mengandung fakta sosiologis, dan
sebanyak 16 berita atau 43 % mengandung fakta psikologis. Untuk Koran
Tempo, dari 50 berita yang diteliti, sebanyak 30 berita atau 60 %
mengandung fakta sosiologis, dan 20 berita atau 40 % mengandung fakta
psikologis. Hasil mengenai fakta sosiologis dan fakta psikologis tidak
menunjukkan perbedaan yang signifikan.

2. Akurasi penygjian telah terpenuhi dengan baik pada Surat Kabar Harian
Kompas dan Koran Tempo. Dari 37 berita yang diteliti pada Surat Kabar
Harian Kompas, sebanyak 34 berita atau 92 % memiliki akurasi penygjian.

Sedangkan Koran Tempo, dari 50 berita yang diteliti, sebanyak 47 berita
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atau 94 % memiliki akurasi penygjian. Akurasi penygian sangat
dibutuhkan dalam penulisan berita, agar pembaca dapat memahami dengan
tepat mengenai peristiwa yang disajikan oleh wartawan melalui berita.

. Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo dinyatakan memiliki
relevans sumber berita yang baik. Artinya, wartawan telah memilih
narasumber yang tepat sebagal penunjang data yang diperoleh di lapangan.
87 beritayang diteliti pada Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo
atau 100 % berita memiliki relevansi sumber berita

. Kelengkapan 5W dan 1H di masing-masing surat kabar, baik Surat Kabar
Harian Kompas maupun Koran Tempo, dinilai baik. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai kasus mafia pgjak Gayus
Halomoan P Tambunan pada Surat Kabar Harian Kompas dan Koran
Tempo sebagian besar telah memenuhi unsur kelengkapan berita. 37 berita
pada Surat Kabar Harian Kompas yang telah diteliti, sebanyak 35 berita
atau 95 % dinyatakan lengkap. 2 item berita atau 5 % dinyatakan tidak
lengkap karena tidak mengandung unsur why. Sedangkan Koran Tempo,
dari 50 berita yang diteliti, sebanyak 45 berita atau 90 % dinyatakan
memiliki kelengkapan 5W dan 1H. sebanyak 5 berita atau 10 % dikatakan
tidak lengkap, karena dalam berita yang disgjikan tidak menampilkan
unsur where, why, dan how.

. Nilai berita yang diangkat Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo
dalam pemberitaan mengenai kasus mafia pagak Gayus Halomoan P

Tambunan adalah mengarah ke significance. Keseluruhan berita yang
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diteliti, yaitu sebanyak 87 item, terdiri dari 37 berita Surat Kabar Harian
Kompas dan 50 item berita Koran Tempo, memiliki nilai berita yang
mengarah ke significance. Nilai berita yang ditemukan adalah timeliness
dan significance. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan mengenal
kasus mafia pgak Gayus Halomoan P Tambunan memiliki tingkat
relevans yang baik, karena peristiwa tersebut penting dan layak untuk
diketahui masyarakat.

. Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo lebih banyak
menggunakan tipe liputan dua sisi. Tipe liputan dua sis menempati posisi
teratas, yaitu sebanyak 14 berita atau 38 % di Surat Kabar Harian Kompas,
kemudian disusul dengan tipe liputan multi sisi, dan kemudian tipe liputan
satu sisi. Sedangkan pada Koran Tempo posis teratas yaitu tipe liputan
dua sisi, sebanyak 27 berita atau 54 % , disusul dengan tipe liputan satu
sisi, kemudian tipe liputan multi sisi.

. Sensasionalisme pada kedua Surat Kabar Harian Kompas dan Koran
Tempo dinyatakan rendah. Artinya bahwa netralitas dalam penulisan
berita, pada kedua surat kabar tersebut dinyatakan tinggi dan berada pada
kategori baik. Dari 37 berita yang diteliti pada Surat Kabar Harian
Kompas mengenai kasus mafia paak Gayus Halomoan P Tambunan,
sebanyak 1 berita atau 3 % mengandung sensasionalisme, dan 36 berita
atau 97 % dinyatakan tidak mengandung sensasionalisme. Pada Koran

Tempo, dari 50 berita yang diteliti, sebanyak 1 berita atau 2 %
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mengandung sensasionalisme, dan 49 berita atau 98 % tidak mengandung

sensasionalisme.

B. Saran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas isi berita pada Surat
Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo, dengan menggunakan analisis isi.
Analisis is merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi hal-hal
yang tampak, dan tidak memedulikan hal-hal yang tidak tampak. Oleh karena
tidak mempedulikan yang tidak nampak, maka dalam penelitiaan dengan
metode analisisis harus benar-benar memperhatikan dimensi dan unit analisis
sebagai acuan dalam penelitian. Dimensi dan unit analisis yang digunakan
sebagai acuan harus digali secara mendalam.

Dalam membuat definisi operasional harus dikemukakan secara jelas
mengenai batasan-batasan untuk setiap unit analisisnya, agar pengkoding lain
selain peneliti bisa mendapatkan pengertian yang sama dengan yang
diharapkan oleh peneliti. Selain melakukan penelitian, hendaknya melakukan
pra penelitian, agar peneliti mengetahui apakah alat yang akan digunakan

sebagai penelitian (coding sheet) sudah memenuhi ambang reliable.
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LAMPIRAN 1

BERITA KASUS MAFIA PAJAK GAYUS HALOMOAN P TAMBUNAN

DI SURAT KABAR HARIAN KOMPAS
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KOMPAS, SELASA, 23 NOVEMBER 2010

DUGAAH MAFIA PA.IM(

‘menangani kasus itu,

“Kami sudah minta pertemu-
an dengan Kapolri untuk mengo-
ordinasikan masalah Gayus,” ka-
ta Wakil Ketua Komisi Pembe-
rantasan Korupsi Bibit Samad
Rianto di Jakarta, Senin (22/11).

Permintaan untuk bertemu

dulu apa yang sudah
dikerjakan Polri dan mana yang
bisa dilanjutkan KPK, Itu akan
kami koordinasikan. Kami, kan,
selalu berkoordinasi dengan alat
penegak hukum lain,” katanya.
Bibit menambahkan, KPK te-
lah memiliki banyak bahan ter-
kait perkara Gayus. "Banyak

Kapolri, kata Bibit sudah -

(Bersambung ke hal 15 kol 4-7)

KPK Mmta Ikut Tangani Kasus Gayus

(Sambungan dari halaman 1)

(bahan). Dari Anda (media) juga
sudah ada,” kata Bibit,
Sebelumnya Polri menyata-
kan, KPK tidak akan sanggup
menangani perkara Gayus ka-
rena sudah menangani banyak
kasus lain. Menanggapi hal itu,

ini KPK mampu atau tidak?”
Pelimpahan pemeriksaan ka-
sus Gayus kepada KPK, kata Ke-
tua Komisi Yudisial Busyro Mu-
goddas di Bandung, bisa menjadi
jalan terakhir untuk mengung-
kap kasus dugaan mafia hukum.
Cara itu dilakukan apabila polisi
tidak kunjung mencari titik te-
rang terkait kasus itu. "Pelim-
pahan itu bisa dilakukan oleh
Presiden kepada Komisi Pem-

berantasan Korupsi demi pene-

gakan hukum,” kata Busyro,
Busyro, berpendapat, saat ini

semun pihak masih menunggu

1 1 polisi menindaklanjuti

dan terakhir. Ia berharap keter-

libatan KPK bhisa memberikan

titik térang dalam penyelesaian
kasus tersebut.

PN Jakarta Selatan memutus-
kan memindahkan Gayus dari
Rutan Mako Brimob Kelapa Dua,
Depok, ke Rutan Cipinang Kelas
1, Jakarta Timur.

Ketua’ mq]ahs hakim

mengadili Gayus, Albertina Ho,
mengatakan, pemindahan

dila-
kukan karena Rutan Brimob ku-

rang kondusif. Di tempat itu Ga-

yus diduga menyuap penjaga ru-
tan sehingga bisa bebas keluar
rutan tanpa izin pengadilan,

Pemindahan Gayus dilakukan
pada Senin malam. "Kejari Jaksel
langsung melaksanakan penetap-
an majelis hakim untuk memin-
dahkan Gayus,” kata Kepala Ke-
jaksaan Negeri Jakarta Selatan
Muhammad Yusuf,

Sementara itu, Kepala Pusat
Penerangan Hukum Kejagung
Babul Khoir Harahap menga-
takan, Kejagung menunjuk jaksa

Kepala Bareskrim Polri Ko-
‘misaris Jenderal Tto Sumardi di
Pontianak mengatakan, pengum-
pulan data dan keterangan me-
ngenai keluarnya Gayus dari Ru-
tan Brimob dan pergi ke Bali
suda.h selesai. Ito menegaskan.

il penyidikan itu hanya di-
pnpmmn saat persidangan.

Tim yang dibentuk Polri un-

tuk mengklarifikasi isu-isu yang

't&thlt dengan masalah pena-
nganan keluarnya Saudara

Gayus
“dan kepergiannya ke Bali hari ini

(Senin) sudah menyelesaikan tu-
gasnya,” katanya. Ito menjelas-
kan, tim sudah meminta kete-
rangan sejumlah pihak, antara
lain sopir dan pemilik kendaraan
yang disewa Gayus.

Terkait soal perpajakan yang
seolah-olah tidak ditindaklanjuti
oleh Polri, Tto mengemukakan,
tim khusus yang dibentuk se-
bagai tim independen masih me-
lakukan tugasnya. "Rencananya,
Senin atau Selasa, tim akan me-
nyampaikan paparan kepada Ka-
polri terkait apa yang sudah di-
lakukan. Jadi, penyidik tidak ha-
nya ben:lmarkm pehgalmnn ka-

ga Kepala Unit Kerja Presiden
untuk Pengawasan dan Pengen-
dalian Pembangunan, Kuntoro
Mangkusubroto, mengatakan pe-
ngumpulan dan pengolahan data
terkait kepergian Gayus ke Bali
sudah menmpai 80 persen. "Data
itu macam-macam, misalnya ke-
pergian Gayus dengan siapa saja,
itu salah satunya,” katanya,

Namun, hingga kini belum
tampak adanya indikasi perte-
muan - Gayus dengan Ketua
Umum DPP Partai Golkar Abu-
rizal Bakrie di Bali. "Belum tam-
pak, sampai sekarang (indikasi-
nya) itu," kata Kuntoro.

Di Karangasem, Bali, kemarin,

' Aburizal menegaskan pihaknya

harus berhati-hati menanggapi
segala hal mengenai kepergian
Gayus ke Bali yang dikaitkan de-
ngan dirinya. "Ini intrik politik,”
ujarnya. Menurut dia, kasus Ga-
yus ke Bali adalah serangan po-
litik dengan tiga tujuan, yaitu
kepada Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, institusi Polr, dan
kepada dirinya.

Lihat Juga Video "Kuasa
mwﬁwh
KPK" di vod,
kompas.com/gayuskpk




HVH/MEL/ ATV -jod ‘uedefiue sidauawu sy, ueqipipiuad jenyiad neje 4y -ns m:wnmﬂmmﬁ U Ymun Lo | ‘ueisijoday wninjo yemn: _
/AHAVOMN/NIMNVNY/AVD |, mAURey ‘ueyipraduad ueynye|  ure pquierp eduisnjos yexedy,  epedoy u _Eue& B npad swieqas ‘jodag ‘eng edefay ‘qow
- pg'gl romd eped teyna -atw Fuepas sijod ‘eAunry mnfue| SAeD) Uems el N4 UBNURQUUBUSWT EB] emd wmyny  -ug  (Uny) ueueye), yewny

Hep Jenpoyy vl Dd 96 € syod  [epunip mue) ‘mf ueBuepisiad  -pw Suviug) SO ISPUIDIOOY  PrYUEIY BIEY ,BPE epns eAuy) spiauad mieges ueNdRIaNP AN LEp SRS ALIEN[EY YeSTY PqIp
JourQIIaq Wepy jsaloAd pIOg  EPE) RIedqEIDL, uestode yeo  jedes ueynyepw umye eyprow  -ep emd e, esyel uep siod ‘fundy uvesyjefoy] uep wjod el -anj Fuek smnsur dey ujod
[qouwr weguap ‘edurdos rejuvip  pnluepEpUp deja) sndeo snsey  JENEp NjEM WEEp ‘URINU ynjuasip winfaq i jees redumes -5 “snen) umpe a:uEw:thnx upEd uapisald ‘eIp Jnmualy

‘og6p memd Huewp vy ununy,  uefuap jese) Sued weuepisiad  -aw nyp uenwayiad wsnes ojuery  Hued Iesaq ueetesniad efn Lep -Nj BB SNSTY MEFURUAN SN edureln o] |

Esﬁ%mﬁsqﬁ ey Ip eAU  ER{E) BNUULS MU, JRmuajy PRUIES J1qiE] MY Briay [D{EA sndep) epeday dens snsey wedu | yeyepsodwem ‘wsepg BuEEr  -19q fAuek urmieiad wnsas yreq
Buafusiu ey ewepad .wmnﬂﬂ Eaﬁuﬁqnﬂ_ T SNSEY UBUBEURT  -euawu MY ‘uejuerefuaul B Ip ojoaqnSIyHuRy OIOJUNY] Wy BIRISS wﬂ_% g&u@E
1 WIs1 - uEp uEifeq nl BIp] BARS MdM  -od WeEp qMEqIe) 1SN[os wuew 1sjod Y20 TRURq | -y BgRy UBsejuRoquiag sei  ump uestoday wep eleq qep
| ueduap Teppdip Njed wyip, Tsdn  -eieq ummuULUALL YMUN ‘ST BIED3S IUBBUR)P UEPns M snsey | -ng, uenes emay BAWRGIS -ns wasls eAuynuadas umeAr)
-axuuwnov nﬂaﬁunmqn.mﬁ.ﬁmx jedes uepep snden) snsex seqeq  qowlg wemny sednad epeday TN JRE uRfNGIaW -191IHW njuay. ﬂnvﬁﬁf ‘snden)
WeRURUPW yrun yJY ueusp  -wew jeyedas eyadey odopeid  snden uedensuad snsey ye[epe qseWw Ujod ‘UnweN Ty sns  emeygad %Eag\g
puies el uegeiuuew une  mury (1od) Eepusy mod eed Yy qiE pquep Suek snsey wil | ey efupuen ndwew pjod sné 18

HIOd  ‘URNYBQUIELDWI O], -3 WeBuap nwaiaq Mgy wewd  jedepuadas yepn qw pryyely | -pr) yeyda) yeled eyew snsey g -0

BUmS NN URAUS [Seupioodtaq  -und ‘esefag ‘Hjod SOQRN I ISTRSUOY BWIERNUEI ©njoy -uiinp ueueduenad ueyyRIaAULW

) BNWLG,  Wjod ‘qowug umny  sefinjad : UI0d NWaMaq Hd) MY SN 7007 | ueesepn wjod ‘umpeieiuaw und
u unywL, O owoN fuepun-Suep | poq seday e jeseuad v

redey UPpIRIPUGN  -BUDE WIE[E] “I0S0q uETHLSTIAd AU T SNA  -up) WEED JMEp 1 [BH uE | -ig snuojsey ‘yesidio) ere
< B T s o2 o e e e R, B L | LT di o TG
| Sp{Supw gepns ] snsmy AMun Y43 18eq ULSE[e EPE 3E)  NEJE LjOg uepas _
TRfue] Yepun WY -np see UBPIPAUSd wnfuE]  ‘esueq ueSuguadsy WAL, MY o Ereaad weyuenque | ROVl e - .u.x_.E |
I I BABS WY -3l UBNE L0 T{RSUaW i U[O B[O seun stip ey -Huad ‘uesjsepplust ououLreq ueue§ueuad ‘upyeARDIaLLISLL nomﬁunbm nﬂmsﬁﬂﬁ
n ' . ‘uedap u_a.w?n— STSEN UBsay| Epe ‘UEBuEpIS ,whﬁ.wamm ‘Bles uReps Seq dH Mﬁtﬂdmu H—.Ng gmwwﬂm ... 1

ueguap 1sdnaoy erexiad :ﬁmﬁﬂgoﬂﬁﬁﬁ Hm
eiegaN ueistjoday] sejiqrpany aﬂwﬁueﬁ ke
Suequreg ofisng uopisald — SYANON .aﬁ.%-.

@ H[od uEp A ewms vley  -dad [p eRSUNY [eme Yefos QRIS YIqa| BAIL, “WIO4 MeRueyp wmy
SEyEquIsW Binf ny uenwolsg asm_.gmw_sﬁnﬁﬁsa -aq Juef snsey| ymyun UvAIEnp
sefatew SSUD) yepesew edwes umppq  -Buetw YEpn ynjun Ay 1Heq ue  wAuvy ueyEpquEsued ‘unuren
Eloy neur  idejey ‘Seyeqip fuewow snien  -see mpe epn ‘umisedousw und MY YI[E [qUINIP Snken snsey
deo UmE SNS®Y UB[RQUITUON ERZWEH S PRMBI] IDI] TRDOWA( SRl BNl URjRIagey ) einf ououLreq
Ojul eI W BIPUBLD MY BN mﬁﬁ@_wa LEp HA 11 IS0y ejofiuy ?&«sﬁ@ﬁﬂwﬁﬂ; |
BPE yE) BIn] A o hqE ey eAURIEN 50y ‘otoumy auded  BAu
0 depe: UPEYy  SUUEQID UME Quen SRl W esig Ye [qWE Y4 efes funs  -qusSusua Yy efes uees,  1|0d ueuldwid DEwﬁwm MdM
np -y UBE (M[od) WESUeNp wmjpq  -Sue nqu-npad yepn Suwig, . . : A
W Busk nee ‘Ljog uepiiuad wep  snden vpeday yefed reiequiad de. |

ISI[0] Iuesue)i(] SNARY) A (S

0108 HHEWHAON #2 ‘N9VY ‘SYdINOM










Kﬁmﬂm xmmmum smm

" MAFIA PAJAK

Gelar Perkara Perlu

ini,

ixnpe%mm:ekmm.lendml "Kita akan sampaikan, apa

Derank.sewa&)m:slPem an teﬂmdap oknum-oknum pe
berantasan Korupsi (KPK), ke- negak hukum. Untuk pemv
Jalmnn,danSat'lmu'h@as : ; j

(FER)













IO/ MIV/VNY) ByngLal
ueeyesniad yeepe nyl URELESD
-1ad ‘snden) jngasip paadas ‘sad
-mosay fumg yepepe sedjes pns
-feunp Sue eq ‘umnjse[afuaur ef

edwmein  ueeyesniad uBy-LeYas

ueejopaiusd wREp epeiaq yepn
ALD{RY [CZLNAY ‘[BINPNIS BIEDDS
‘i ureps,, LR dnig wepmp
Funewraq ueeiesniad  uesnjel

.w N
P ol0JqnSMFUR]Y  CIOYUNY My

yefos seijes ‘orouny] JnmuaLy
‘eAuR Ry PLDRg dnin Y ue
-eyestuad i&ﬁz ueeqiIRlay

nﬂsuﬂ YEIUBqUIAL [WEY, |
~od esuenuIag snAer) snsey wey
~SEJUnUSLL YU
BMUEq UBFURRD] yRm(os weynp
-ny ymuequaw efnl sedjesg

n eyataw ededn

sy egew yuead yelel
umySue[IEuaL esiq Sued 1sesu
-0d uEy[nqUITUH YEpY BRSUIYES
sedeqp snaey ednl snden Suen
[MSN-[BSY WY 0pLIOY L]
-ep ufseIUNIp sndes) emejiad

-NH BRI UBsEIURIaquIad sedng,
uenjeg enyay ‘yesidia) eredag

“YTIUSSIP qeph e

G2 dy requss xog psodap afbs

q%%mnamiaaaﬁvﬁ

?Bﬂagﬁzgﬂuﬁﬁ:

-95 ﬁan,z&oaa\m\u&\ma:
J0WoN 1 ereyaad |
wepp deyfunioy gredas ‘e H
6048 dy re[TuRs BIEHDU UBIHNIaY
wefuap VS Id snsey njes eAu
~TuEiuRMe) nieq Suejus) ueyo)
-uoouawt e] sepEl yepy Suew
-aul snden) snsey umupfueuad
[eae yelos ‘umpEEsuAW IPIQ
“eueprdip esiq BwLIaw
-ad uep waquiad Tede uedendu
-ad [esed jesalip snden) ‘Lgag vy
-y ‘eAusnureyag eduejey ‘dendu
-ad nee euep wequed Hunp
~up@u yrjun ueyeundp einpip

ny esed,, i wjod uewjedlad
uespnemeyyduaw einf yedsueig
ugag yagep uondnaio) eisauop
-U] UE[IPEId] UENEJUBLS] UEp
Winy  ISIAL]  JOJBUIPIOOY]
tpig el oeses
~Ip UEjuaL sEqyeLs Sueuay oS
-2, snde) denfuad @Bunpurppw
eAedn efuepe Suejua) uediunoay
sniiiEyes spRds  uw{nquIL
-OUL Mf [SEHYRIT SEIRGaS TURAL
-euaw Jued siod deyis ‘(z1/9)
nEuy  ‘wipnsutedg  [pRANE]
IPIT AR URD{EMLa] URMA(]
111 stwoy ejofdue jnmuagy

‘uen euneusw Jued vreguspekuad jelafusw eluey
' untopuen 1sexynes esed ‘euarey] sndeg denduad
1Sunpurpw efedn eAuepe Suejua) ueeLINIY
snB[eyas 1se[nyads UBYMQUIUILI JNGIsIa}

1stjod deyis “1seyyHess Ye[esew sejeqas Jensjiaq
snia) eyl uBUNqUIE], JH SNARD) «uﬁmﬂﬁ Eumﬁnnaﬂ
[eSes re[up isfjod — SYdINOM .ﬁmﬁﬂ.

E:x:_._ ._o_u:ox wejep ueyseiuniig snAeg snsey v_mm&ucwz sebies

seyjnelrs) euwn)) :aw:m ef

0107 YHINHASHA 9 ‘NINJS .mﬁzom










i nan dinyatakan lengkap atau
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. kebocoran rencana tuntuta
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R 53 : « Mengusulkan gelar perkara tetap dilakukan (29/
hukum lain dan instansi * Henatsu efening Gavis,menemuian :utatuamsem

lain untuk ; Rp 28 miliar (27/3/2010)
e - mengungkﬁp FPATK * Rapat. n Komisi 11l DPR membahas aliran dana Gayus Tambunian
éugaﬂn kasus mafia z g S0 i D L) (8/5/2010) 4i1_

* HESTARI

n i ) tifikasi, penyuapan se-
: n itu, pihak Ke- hingga dinilai menutup peluang
aan, KPK, PPATK, BPKF, pengungkapan pihak penyuap.
ataupun Satgas menyampaikan “Anehnya gelar perkara tetap
masukan-masukan. Oleh karena menyatakan Polri yang  akan
itu, kata Denny, upaya bersama tangani perkara ini. Saya duga

g Widodo Umar  ngan gelar perkara ini, KPK bisa
A tahu seberapa jauh penanganan
Bambang, Polri su-  kasus itu. "Kemudian dikaitkan
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KOMPAS, MINGGU, 9 JANUARI 2011

JAKARTA, KOMPAS — — Gayus
HP Tambunan, mantan pegawai
pajak yang kini menjadi terdakwa
kasus korupsi dan pemberian
keterangan palsu, diminta mem-
beberkan kepergiannya ke luar
‘negeri. Gayus harus mengung-
kapkan di luar negeri ia bertemu
siapa saja, termasuk kemungkin-
an untuk mengamankan asetnya,
kalau benar-benar berniat mem-
buka praktik mafia hukum dan
mafia pajak di negeri ini.
Permintaan itu dikatakan Ad-
‘nan Buyung Nasution, penasihat
hukum Gayus, kepadaxamdj

membantu,” katanya.
Seperti diberitakan, Gayus se-
cara informal kepada penyidik

Adnan Buyung Nasutlon ;

‘nya soal kepergiannya ke luar

negeri September lalu. Sewaktu
kedapatan bepergian ke Bali, No-

Kepolisian Negara RI (Polri) vember lalu, Gayus juga tak ter-

mengakupergxkeMakxu, Singa-

Jlam pembuatan paspor atas na-

ma Sony Laksono dengan foto © kum

buka kepada penasihat hukum-
kali

A 1
lagi, dalam kasusnya, ada saksi
vang diduga terkait dengan per-
usahaan pemberi dana kepada
Gayus, yang sampai kini belum
ditangkap. Perwira tinggi Polri
yang diduga mengetahui dan ter-
libat kasus dugaan korupsi dan
penyelewengan pajak oleh Gayus
juga belum terjamah hukum.
den Susilo Bambang Yudhoyono
tidak tegas untuk mendorong pe-
nuntasan kasus Gayus. Karena
ity, ia akan meminta pengadilan
memberikan penetapan agar ka-
sus Gayus, terkait dengan mafia
hukum dan mafia pajak, dibuka.
Apalagi, kejaksaan dan kepolisian
tidak bisa diharapkan lagi untuk
menuntaskan kasus itu,

KPK ambil alih

Adnan Buyung juga berharap
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) berani mengambil alih pe-

‘nanganan kasus Gayus, Namun,

rena tak enak hati kepada Polri,
“KPK harus berani mengambil

(Bersambung ke hal 11 kol 1-3)
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Instruksi Pres1den
Tldak Luar Biasa

JAKARTA, KOMPAS Dua belas instruksi Presiden Susilo

tanpa ada perbaikan dalam koordinasi kewenangan dari penegak
huhunymgselmmmmangmmlm

Penegasan itu disampaikan Guru Besar Hukum Pidana dari
Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, di Jakarta, Senin
Qa7/m.
| Iamengmkan,mstruks;khusustidmteumngkmmGw
bersifat umum dan tidak ada yang luar biasa karena mekanisme
ini sudah dilakukan penegak hukum. Sebelumnya, seusai Sidang
Kabinet Palltlk, Hukum, dan Keamanan di Kantor
Kepresidenan Jakarta, Senin, Presiden Yudhoyono mengelu-
arknnlzinmmmh&mpemepatpenmmnmterkan

antara Polri, Kejaksaan Agung. Komisi Pemberantasan Korupsi,
Direktorat Jenderal Pajak, dan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan

Lihat Juga Video "Presiden (PPM‘K) “Tanpa mem—

si itu terlaksana, Presiden
yang memimpin pengawasannya sendiri. Apalagi, tidak ada batas
walctu dan sanksi bagi pgmmm yang tidak melaksanakan
instruksi itu.
Keduabelas[nsmkaprwmrtuammlammemmtasmergl

di antara penegak hukum harus ditingkatkan, dengan melibatkan
PPATKdanSa&wnI\:g;u'KPKlgbﬂldﬂﬂ:m dan_dapat
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KOMPAS, KAMIS, 20 JANUARI 2011

tan pegawai pajak

an penanganan
s Gayus dengan in-
si-instansi tersebut.

: ‘itu diungkapkan Kepala
ri Jenderal (Pol) Timur Pra-
po di sela-sela Rapat Pimpinan
im) Polri di Jakarta, Rabu
"Semua pihak berusaha
bantu polisi, PPATK, Ke-
mteuan Keuangan, KPK. Ba-
ﬂ:mm polisi bisa menyelesai-
kan penanganan-penanganan ka-
khususnya berkaitan dengan
yang berkaitan dengan
jakan. Saya kira itu sema-

" kata Timur.
- Timur menjelaskan, jika ada
dalam pemeriksaan
‘oleh auditor independen, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pem-
bangunan, atau KPK terkait ka-
sus mafia pajak, akan dilakukan
komunikasi dengan Kementerian
Keuangan untuk dilengkapi. Do-

K Akan Bantu

thawatlrkan Terjadi Rivalitas Penegak Hukum

Mereka yang Terseret Kasus Gayus

Ajun Komisaris Sri Sumartini

Penyidik Bareskrim, didakwa menerima suap
Tuntutan : 2 tahun
Vonis : 2 tahun

Komisaris Arafat Enanie
Penyidik Bareskrim, didakwa
menerima suap

Tuntutan :4 tahun

Vanis : 5 tahun

Muhtadi Asnun

Hakim, didakwa menerima suap
Tuntutan : 3,5 tahun

Vonis : 2 tahun

Alif Kuncoro
Konsultan Pajak, didakwa
menyuap penyidik Polri
Tuntutan : 2,5 tahun
Vonis :1,5 tahun

Gayus HP Tambunan
Didakwa menyalahgunakan wewenang,

Andi Kosasih

Pengusaha, didakwa menyuap penyidik
dan membuat kontrak fiktif dengan Gayus.
Tuntutan : 10 tahun

Vonis : 6 tahun

menyuap polisi dan hakim, serta
memberi kesaksian palsu

: 20 tahun
: 7 tahun

Haposan Hutagalung

Tuntutan
Vonis

Lambertus Palang Ama

Pengacara, Didakwa membuat kontrak fiktif
antara Gayus dan Andi Kosasih,

Tuntutan :5 tahun

Vonis : 3 tahun

Pengacara Gayus, didakwa menyuap
penyidik dan membuat kontrak fiktif
Andi Kosasih dan Gayus.

Tuntutan : 15 tahun

Vonis : 7 tahun

Samber: Lithang Kompas

KPK untuk melakukan penye-
lidikan,” kata Timur,

Pengajar Universitas Andalas,
Padang, Saldi 1sra, menilai, KPK
tiduk tegas memutuskan meng-
ambil alih kasus mafia pajak yang
diduga melibatkan Gayus. Tanpa
ketegasan itu, dikhawatirkan ter-
jadi rivalitas para penegak hu-
kum, khususnya kepolisian dan
kejaksaan, dalam menangani ka-
sus Gayus. Penyelesaiannya pun
menjadi tidak terfokus dan men-
Jjadi lama.

"KPK tidak tegas mengatakan
mengambil alih kasus Gayus. Ja-
ngan biarkan penanganan kasus
menggantung, Kalau KPK meng-
ambil alih, pihak kepolisian harus

.:1;' ke-
E an saksi atau siapa saja
ehingga keterangan saksi dapat
mgqindl fakta hukum.
“"™Kami kerja sama dengan
KPK, PPATK, untuk mendapat-
kan fakta-fakta hukum dan alat
‘bukti yang berkaitan dengan ke-
Iannsnn saksi. Kami dibantu dua

w PPATK dan tiga dari

iyerahkan. KPK saat ini ha-
nya menangani kasus yang belum
ditangani polisi. Itu, kan, tidak
tegas dan jelas,” kata Saldi.
Koordinator Divisi Hukum In-
donesia Corruption Watch Febri
Diansyah mengatakan, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono be-
lum  sepenubnya  mendukung
KPK untuk menuntaskan kasus

BESTAH|
mafia pajak dan mafia hulkum
yang diduga melibatkan Gayus.

"KPK hanya didorong me-
nangani sisa-sisa kasus yang ti-
dak atau belum ditangani ke-
polisian,” tuturnya.

Menurut Wakil Ketua KPK
Haryono Umar, instruksi Pre-
siden itu tidak berdampak apa
pun terhadap upaya lembaga ter-
sebut untuk mengusut perkara
ini. Menurut dia, sebelum ada
instruksi, KPK sudah berinisiatif
bekerja sama dengan instansi
tersebut.

Secara terpisah, anggota Ko-
misi 111 DPR, Bambang Soesatyo,
mengatakan, Partai Golkar me-
rencanakan mengambil langkah
hukum terhadap Satuan Tugas
(Satgas) Pemberantasan Mafia
Hukum, khususnya Sekretaris
Satgas Denny Indrayana. Ber-
dasarkan  keterangan  Gayus,
Denny diduga telah mengarah-
kah Gayus pada upaya pence-
maran nama baik Partai Golkar
dan Ketua Umum Partai Golkar
Aburizal Bakrie. (AIK/FER)




KOMPAS, SELASA, 25 JANUART 2011

JAKARTA, KGMPAS Kasus mafia pajak yang
melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal
Pajak, Gayus HP Tambunan, mendorong sebagian
‘anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan
hak Amﬁt untuk menyelidiki kasus tersebut.
diperkirakan berjalan mulus karena

hamp!r?mua ﬁ'ak& menyetu_}um

ingga Senin (24/1), 30 ang-  akibat praktik seperti mafia pajak

| gmaDPRdmsemua t'ralwyang diperkirakan Rp 200 triliun hing-
umlah  sembilan ga Rp 300 triliun.

- "Ini hak angket?” tanya Priyo

rrm@!urlmgvtﬂa melan-

yang
ﬁltknn,”SayaJheﬂmausvianm 1‘1

. ')liamlum Gayus dan Satmas men—-
Q‘fm dan terang benderang,”

Sejumlah Hak Angket DPR

Peﬁode 2004-2009
# [{asus: Penjualan tanker Pertamina (7 Juni ZMS)
Pengusul: 23 anggota DPR dari delapan fraksi
Hasil akhir: Panitia Angket menilal penjualan dua tanker berindikasi korupsi. i
Pemerintah diminta mencari celah menyalamatkan dua tanker dan ma‘elgnm\!asikéa
pengusutan keterlibatan Laksamana Sukardi dalam penjualan tanker,
# Kasus: Kenaikan harga BBM (24 Juni 2008)
117 anggota DPR dari delapan fraksi
akhir: Panitia Angket merekomendasikan negosiasi ulang kontrak Blok Tangguh
dan € J, serta rnanln]w hberadaan BP Migas-BPH Mlgas i
* (17 Februari 2009) y
mmammuﬁﬂmm}m&au
Hasil akhir: Panitia Angket merekomendasikan penyesuaian Eiruktm Panitia
Penye!emm Ibadah Haji dan memberikan tindakan tegas keépada Menter] Agama,
mmmmmmmmmlm
: 22 anggota DPR dari enam fraksi
Hasil akhir: Panitia Angket merekomendasikan pemberhentian anggota KPU.

AT e,

ngan Bank Century (12 November 2009)
dafidnlapanﬁaksu

Wmm dkerdhkan Im proses
i pemingutan suara),

GUNAWAN

. Sekretaris Fraksi Partai Amanat
Nasional Teguh Juwarno. Na-
mun, penggunaan hak angket
perlu dijaga agar tidak berhenti
i - pada hiruk-pikuk, tetapi sampai
penyelesaian tuntas. Y

Dukungan terhadap penggu-
naan hak angket itu juga di-
sampaikan Sekretaris Fraksi Par-
tai Persatuan Pembangunan Ro-
mahurmuziy, Ketua Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa Marwan Ja-
far, Wakil Ketua Fraksi Partai
Gerakan Indonesia Raya Ahmad
Muzani, serta Wakil Ketua Fraksi
Partai Hati Nurani Hakyat Sa-
rifuddin Sudding. OVWO)
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[' MAFIA PERPAJAKAN

Kelrien’térian Keuangan
Belum Berikan Data

JAKARTA, KOMPAS — Di-

i Koiiaet hibtnt s ot

kan dugaan mafia pajak di balik -

kasus mantan pegawai pajak Ga-
na sampai Rabu (26/1) Ditjen
Pajak belum menyerahkan data
vang diminta Komisi Pemberan-
tasan Korupsi perihal wajib pajak
yang perkaranya ditangani Ga-
w‘?uru Bicara KPK Johan Budi
di Jakarta, Rabu, mengakui, KPK

dojo. Nami
Martowardojo. un,
Polri bergerak lebih cepat dan
lebih dulu mendapatkan data s0-
al perusahaan yang diduga terkait
Gayus,
Ketua KPK Busyro Mugoddas
berulang kali tpanxataknn, enyataka komi-
| dari dan ke Gayus - Tambunan.
| KPK akan memeriksa wajib pa-
jak; termasuk perusahaan yang
diduga memberi suap kepada Ga-

| yus untuk memenangkan kasus
di Pengadilan Pajak.

Busyro juga menegaskan akan
mmwmjlﬁm keterlibatan

Corruption Watch Emerson

Yuntho mengatakan, Ditjen Pa-
jak sebaiknya menunjukkan ko-

L = 3 o=

KPK M Jasin mengatakan, bebe-
rapa data terkait kasus Gayus
diduga telah disembunyikan se-
hingga menyulitkan pengusutan
perkara yang saat ini sudah sam-
pai ke tahap penyelidikan. :

Jasin juga menyesalkan sykap
Ditjen Pajak yang mengabaikan
sejumlah rekomendasi KPK un-
Jjakan. "Ditjen Pajak sudah (dika-
ji) saat dirjen pajak dijabat Pak
Darmin Nasution. Namun, be-
lum melaksanakan rekomendasi
KPK,” kata Jasin lagi.

Wapres akan undang

‘Wapres juga akan mengundang
Ketua KPK Busyro Mugoddas
untuk hadir dalam rapat koor-
dinasi bersama penegak hukum

Jura Bicara Wapres Yopie Hi-
dayat di Istana Wapres, Jakarta,
Rabu, menyatakan, pertemuan

bersama penegak hukum dengan
KPK bisa kapan saja. "Hal ini
tergantung kebutuhan kita nanti,
bilamana ada yang memang ingin
disinergikan bersama antara Pol-
ri, Kejaksaan Agung, Kementeri-

an Hukuum dan Hak Asasi Manu-  tuan oleh

menterian terkait kasus Gayus
dilakukan dua mingguan, perte-
muan bersama dapat kapan saja.
Apalagi KPK sekarang mening-
katkan status penanganan kasus
Gayus pada tahap penyelidikan,
Dengan adanya KPK, ujar Yo-
pie, Wapres, yang dimintai ban-

Hukum, dan Keamanan, Djoko
Suyanto mempersilakan KPK tu-
run tangan dalam penuntasan
kasus Gayus. "Ya, silakan. Korup-
si kan ranah KPK Juga” ung-
kapnya.

Di Surabaya, Jawa Timur, Jak-
sa Agung Basrief Arief memasti-
kan penanganan kasus Gayus di

tional Indonesia Teten Masduki
mengingatkan, keputusan KPK
untuk menangani kasus Gayus
akan menuai tekanan politik
yang besar dari pihak yang diduga
terkait dengan mafia hukum dan
mafia pajak. Bahkan, tak menu-
tup kemungkinan, KPK juga ba-
kal mendapatkan hambatan tek-
yang diduga terlibat dalam kasus
Gayus itu. Namun, KPK tetap
harus j
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LAMPIRAN 2

BERITA KASUS MAFIA PAJAK GAYUS HALOMOAN P TAMBUNAN

DI KORAN TEMPO









KORAN@TEMPO

SELASA, 23 NOVEMBER 2010

Pintu Terbuka bagi KPK

. “Kalau tak mampu,
kami lemparkan
bendera putih.”

JAKARTA — Komisi Pemberan-
tasan Korupsi kembali dide-
sak agar mengambil alih pe-
nanganan kasus mafia pajak
Gayus H. Tambunan. Menu-
rut pengamat dan praktisi
hukum, juga politikus, pintu
terbuka lebar bagi komisi
antikorupsi itu untuk mena-
ngani kasus mantan pegawai
pajak yang memiliki kekaya-
an puluhan miliar itu.

“KPK sudah sangat layak
mengambil alih kasus Gayus.
Jangan saling tunggu, ambil
langsung kasusnya,” kata ah-
li hukum pidana dari Univer-
sitas Gadjah Mada, Edy OS.
Hiariej, semalam. Namun,

menurut’ Ketua Mahkamah

lesiran Gayus ke Bali dan ka-
sus PT SAP (Surya Alam
Tunggal), biarkan polisi yang
menangani,” katanya.

krat Didi Irawadi Syamsud-
din menegaskan, untuk ke-
pentingan yang lebih besar, ti-
dak ada alasan lagi bagi KPK
untuk tak mengambil alih ka-
sus Gayus. Apalagi sejak awal
polisi terkesan enggan meng-
usut tuntas para pengem-
plang besar pajak berkaitan
dengan kasus Gayus.

“Mungkin karena ada ke-
sungkanan kepada beberapa
oknum petinggi mereka yang
diduga kuat terlibat” kata
Didi. Berdasarkan hal itu, ia
melanjutkan, “Sesungguhnya
pintu telah terbuka sangat
lebar bagi KPK untuk meng-
usut kasus Gayus.”

Menurut Hiariej, sesuai de-
ngan undang-undang, KPK
telah m uh

- untuk Tangani Gayus

nya adalah, perkara itu meli-
batkan penegak hukum, nilai
korupsinya di atas Rp 1 mili-
ar, dan menyita perhatian
publik yang besar. Dengan di-

-penuhinya kriteria-kriteria

itu, kata dia, “Seharusnya
KPK tak perlu lagi menunda
untuk mengambil alih kasus
Gayus.”

Didi menambahkan, rakyat
sudah lelah dan bosan melihat
segala proses di kepolisian
yang belum menunjukkan ke-
majuan  signifikan dalam
ngemplang besar di belakang
kasus Gayus. “Artinya, di sini
jelas bahwa inti persoalan be-

pajak," ujamya.

Berkaitan dengan kasus
Gayus, pimpinan KPK be-
rencana bertemu dengan Ke-
pala Polri Jenderal Timur
B

KPK, surat permchonan su-
dah dikirim pekan lalu. Na-
mun, kapan pertemuan bakal
dijadwalkan, ia belum tahu.

Dari hasil pertemuan itu-
lah KPK baru bisa mengeta-
hui bagian mana dari kasus
Gayus yang bisa mereka ta-
ngani. “Kami siap saja meng-
ambil alih, tapi kami koordi-
nasikan dulu apa yang sudah
dikerjakan Polri dan kasus
mana yang bisa ditindaklan-
juti,” ujar Bibit.

Hingga kemarin, Kepolisi-
an Republik Indonesia me-
nyatakan masih mampu me-
nangani kasus mafia pajak
Gayus, termasuk yang meli-
batkan sejumlah perusahaan
besar. “Kalau memang tidak
mampu, kami akan buat su-
rat. Kami lemparkan bende-
ra putih” kata Kepala Bi-
dang Penerangan Umum
Mabes Polri Komisaris Besar
Marwoto Soeto.
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Géyus: Tak Ada Duit dari IMeruséhé_én

JAKARTA — Terdakwa kasus
mafia pajak, Gayus H. Tam-
bunan, mengatakan duit se-
ratusan miliar rupiah di re-
" keningnya bukan berasal da-

pat surat tugas untuk men: -
ngani 149 perusahaan yang
mengajukan “anding kasus
- pajak. Dari sini, ia mengaku

tak mendapat duit. Gayus *
.akhimya hanya benar-benar

menangani 44 perusahaan.
Tapi, dari perusahaan-per-
usahaan ini, dia juga me-
nyangkal terima setoran.
“Ada tiga lagi. Yang 44 per-
usahaan itu enggak ada.
Clean,” ujar Gayus tanpa
memperjelas tiga perusahaan
yang ia maksudkan.
Pengacara Gayus Tambu-
nan, Sadly Hasibuan, menga-
takan kliennya itu pernah
mengaku duit miliaran rupi-
ah di rekeningnya berasal da-
1i pekerjaan sampingan. Na-
mun Sadly tak menjelaskan
apa pekerjaan sampingan
Gayus itu. “Ini kan masih
proses. Kami enggak mau

mendahului polisi,” ujar Sa-
dly.

Pada persidangan sebe-
lumnya, dua anggota Satuan
Tugas Pemberantasan Mafia
Hukum, Mas Achmad Santo-
sa dan Denny Indrayana, per-
nah mengungkapkan peng-
akuan Gayus. Kepada Sat-
gas, Gayus pernah mengata-
kan bahwa sebagian uang di
rekeningnya ia terima dari
perusahaan Grup Bakrie,

Kepada penyidik polisi
dan hakim, Gayus pun per-
nah mengaku* menerima
uang sekitar Rp 30 miliar da-
ri PT Bumi Resources, PT
Kaltim Prima Coal, dan PT

Arutmin Indonesia.
Menurut dokumen peme-
riksaan polisi, ketiga perusa-
haan Grup Bakrie itu me-
mang tak tercantum dalam
149 perusahaan maupun daf-

proyek untuk menyelesaikan
kasus pajak Grup Bakrie me-
lalui Alif Kuncoro dan Imam
Cahyo Maliki. Dalam berba-
gai kesempatan, perwakilan
keluarga Bakrie pun telah
membantah pengakuan Ga-
yus ini. i
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PASAL HADIAH BAG
GAYUS TAK TEPAT

“Gayus mendapat
anugerah karena
dakwaannya
dibuat terpisah.”

JAKARTA — Wakil Ketua Ko-
misi Pemberantasan Korupsi
Haryono Umar menilai pene-
rapan pasal gratifikasi terha-
dap Gayus H. Tambunan ti-
dak tepat. Sebab, hal itu akan
memperkecil peluang peng-
usutan terhadap penyuap
mantan pegawai Direktorat
Jenderal Pajak itu.
“Gratifikasi itu kan hadi-
ah. Sanksinya, ya, terkait itu
saja,” kata Haryono saat di-
hubungi Senin lalu. Meski
demikian, kata dia, gratifika-
si masih dapat diusut menja-
di penyuapan. Sebab, hadiah
vang diterima Gayus diduga
terkait dengan jabatannya.
Pekan laiu, Kepolisian me-

nyatakan akan menjerat Ga-
yus dengan pasal gratifikasi.
ya, mereka sulit me-
lacak asal-muasal harta ke-
kayaan Gayus yang menca-
pai puluhan miliar rupiah.

Menurut Kepala Pusat Pe-
nerangan Hukum Kejaksaan
Agung Babul Khoir Hara-
hap, jaksa peneliti bisa saja
memberikan petunjuk kepa-
da polisi untuk mengubah
sangkaan pasal dari gratifi-
kasi menjadi pasal penyuap-
an. Hal itu bisa dilakukan se-
telah jaksa menerima surat
pemberitahuan dimulainya
penyidikan (SPDP).

“Nanti kami akan beri pe-
tunjuk, pasal apa yang kom-
peten disangkakan untuk
perkara itu. Bisa saja ternya-
ta itu perkara suap,” kata Ba-
bul, “Kalau begitu, kan harus
diubah pasalnya.”

Sementara itu, berkaitan
dengan persidangan kasus

suap PT Surya Alam Tunggal,
terdakwa Gayus dinilai men-
dapat anugerah® lantaran
dakwaannya dibuat terpisah.
Dengan begitu, menurut
mantan Ketua Mahkamah
Agung Bagir Manan, musta-
hil Gayus dijerat hukuman
maksimal untuk keempat
dakwaan yang membelitnya.
“Putusan pemidanaan pen-
jara sementara berdasar
KUHP mempunyai batas
maksimum, yaitu penggunaan
pidana sementara tidak boleh
melebihi toleransi pidana
maksimal,”kata Bagir, sehagai
Gayus, di Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, Senin lalu.
Kondisinya memang ber-
beda dengan di beberapa ne-
gara lain. Di luar negeri, kata
Bagir, seorang terdakwa me-
mungkinkan dijatuhi vonis
tidak terbatas oleh hakim.“Di
Amerika Serikat dimungkin-

kan seseorang dipidana dua
ratus tahun,” ujarnya.

Dalam kasus mafia pajak
yang menjerat Gayus, menu-
rut Bagir, Direktur Jenderal
Pajak seharusnya ikut ber-

. tanggung jawab. Sebab, jika

berbicara struktur, semakin
tinggi tingkatannya, orang
tersebut makin besar tang-
gung jawabnya.

Bagir menambahkan, pe-
nyidik harus menemukan
motif di balik sikap Gayus
dan para atasannya yang me-
ngabulkan keberatan pajak
sejumlah perusahaan. “Ya,
harus dibuktikan. Itulah pe-
kerjaan penyidik,” katanya.
“Tugas penyelidikan, penyi-
dikan, dan penuntutan harus
dibuktikan. Kalau
cukup alasan mereka (atasan
Gayus) bertanggung jawab,
ya, mesti diproses secara hu-
kum."
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KAMIS, 23 DESEMBER 2010

Dianggap terbukti melakukan
empat dakwaan jaksa.

JAKARTA — Jaksa menuntut terdakwa ka-

. sus mafia hukum Gayus Tambunan 20
tahun penjara, Jaksa juga mewajibkan
Gayus membayar denda Rp 500 juta atau
menjalani hukuman tambahan enam
bulan penjara.

“Menjatuhkan pidana penjara 20 ta-
hun, dikurangi masa tahanan, dan mene-
tapkan terdakwa tetap ditahan di rut-
an" kata jaksa Rhein E. Singal saat
membacakan tuntutan di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan kemarin.

Hal yang memberatkan, menurut
jaksa, sebagai pegawai negeri sipil Ga-
yus memanfaatkan jabatannya untul
kepentingan pribadi. Padahal pegawai
Direktorat Jenderal Pajak itu bergaji
lebih tinggi dibanding pegawai negeri
lain. Jadi, “Seharusnya tidak melaku-
kan perbuatan yang tidak terpuji,” kata
Rhein.

Gayus juga dianggap tidak mendu-
kung program pemerintah dalam mem-
berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme,
Hal lain yang memberatkan, Gayus
memberikan keterangan yang berbelit-
belit di persidangan. “Terdakwa juga ti-
dak menyesali perbuatannya dan justru
mengulangi perbuatannya dengan me-
nyuap aparat hukum untuk kepentingan
pribadi," ujar jaksa Rhein.

Gayus menjadi terdalkwa dalam kasus
penyuapan terhadap aparat penegak hu-
kum saat dia disidik dan diadili dalam
kasus rekening mencurigakan sekitar Rp
28 miliar pada 2009, Saat itu Gayus ha-
nya dijerat dengan pasal penggelapan
uang. Di Pengadilan Negeri Tangerang,
Gayus pun divonis satu tahun percobaan
tanpa menjalani hukuman penjara,

Menurut jaksa, kali ini Gayus terbuleti
melakukan empat hal yang didakwakan
jaksa.

Pada dakwaan kesatu primer, jaksa
menyatakan Gayus melakukan korupsi
atau memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi. Menurut jak-
sa, dakwaan ini tidak terbukti:

Lalu, pada dakwaan kesatu subsider,
jaksa menyatakan Gayus menyalahgu-

Aldibat perbuatan Gayus, negara dirugi-

gara negara, dalam hal ini penyidik poli-
s, Sesuai dengan dakwaan kedua pri-
‘mer, menurut jaksa, Gayus melakukan
hal itu agar rumahnya tidak disita, ia ti-
dak ditahan, dan rekeningnya tak diblo-
ki,

Gayus juga terbukti memberikan uang
US$ 40 ribu kepada hakim Muhtadi As-
nun, seperti dakwaan ketiga jaksa. Me-
nurut jaksa, Gayus menyuap Asnun dan
hakim Pengadilan Negeri Tangerang lain
agar memvonis dia bebas.

Terakhir, jaksa menganggap Gayus se-
ngaja memberikan keterangan tidak be-
nar dalam penyidikan, seperti tercantum
pada dakwaan keempat. Menurut jaksa,
Gayus terbukti bersekongkol dengan
Andi Kasasih, rekan usahanya, dalam
membuat surat perjanjian bisnis palsu
demi kepentingan pembukaan blokir Rp
28 miliarnya.

Setelah sidang, Gayus mengatakan su-
dah memperkirakan bahwa jaksa akan
menuntutnya dengan hukuman maksi-
mal. Dia pun menyatakan kecewa terha-
‘dap jaksa. “Rupanya, jaksa itu menuntut
bukan berdasarkan fakta persidangan,
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Rhm&ngslmtnmbaeakanmphk
di Pengadilan Negeri Jakarta kemarin.
Jaksa menanggapi nota pembelaan

 (pleidoi) yang disampaikan Gayus, Se-
:uinla.lu Saat itu Gayus kembali meng-
berbagai modus permainan

mafia pajak di Direktorat Jenderal Pa-

praktekmaﬁapajakda.lampembelaan
. Alasannya, semua itu berada di lu-
:gumahen dakwaanjaksa da.la:l:kasus

am berbeda,"kata jaksa Kun-

Gayusdlttmtuthulnmpenjmzo
tahun. Jaksa mendakwa Gayus menyu-
ap polisi dan hakim dalam kasus peng-
gelapan uang pada 2009, Jaksa pun

Gayusmapbﬁketermgan

Penasihat hukum Gayus :
hdakadahalbamdahmrepht]ahsa
atas pleidoi Kliennya. “Argumentasinya
itu-itu saja,” kata Saldi Hasibuan, ang-
gnftatl.mpenamhat ukum Ga
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n Buyung Nasution (kiri) dan Bllqml Mugoddas di I(anﬁr KPK kemarin

Menteri Keuangan siap
menyerahkan data
wajib pajak perusahaan
Grup Bakrie.
JAKARTA — Ketua Komisi Pembe-
rantasan Korupsi Busyro Mu-

‘qoddas menyatakan kasus Gayus
Tambunan sudah dalam proses

penyelidikan di lembaganya, Un- - mengus
~ Pusat Pelaporan dan Analisis

tuk itu, komisi antikorupsi pasti

akan memanggil Gayus. Namun,
P

ihwal waktunya, Busyro

bisa memastikan. “Oh, jelas itu
(Gayus dipanggil),” kata Busyro,
“Itu sudah keputusan rapat pim-
pinan.”

Busyro mengungkapkan hal itu
setelah bertemu dengan kuasa hu-
k'um Gayus H. 'I'a.mhunan Adnan

yaan hingga puluhan miliar rupi-
ah."Yang paling pokok yang harus
dibongkar ialah mafia pajak dan
mafia hukum,” ujar Buyung,
Kedatangan Adnan, menurut
Busyro, digunakan komisi antiko-
rupsi untuk memperkaya bahan

- kasus Gayus. Namun lembaga ini
be]mn

‘memutuskan sisi mana
yang akan diambil dalam kasus
Gayus, termasuk apakah akan
engusut aliran dana temuan

Transaksi Keuangan serta peng-

akuan Gayus ihwal perusahaan-
perusah vang mengemplang
Itu nanti dalam perkem-
bangan, akan kami komparasi-

kan dengan informasi yang lain,"
kata Busyro,

* Adnan bersyukur karena KPK
mau mengambil alih kasus klien-
nya, “Penyidikan terhadap kasus

pajak bisa terpenuhi,"KPK harus
didukung, jangan ada anggota
Dewan yang mau menghambat
dengan macar-macam,” katanya.

Berkaitan dengan pengungkap-
an mafia pajak yang melibatkan
Gayus, Menteri Keuangan Agus
Martowardojo menyatakan lemba-
ganya sudah menjalin kerja sama
dengan KPE. Selain itu, kerja sama
serupa dijalin dengan kepolisian.

Untuk itu, Agus mengaku telah
mengingatkan Direktur Jenderal
Pajak agar segera menyiapkan
data perusahaan pajak yang di-
minta kepolisian dalam waktu sa-
tu-dua hari ini. Surat dari polisi
sudah diterima kementerian pada
20 Desember tahun lalu. “Sudah
saya ingatkan untuk betul-betul
bisa merespons dan kita harus se-
rahkan karena kita ingin proses
ini selesai,” kata Agus. “Kita siap
buka data.”

Kepala Biro Bantuan Hukum
Kementerian Keuangan Indra
Surya menyatakan pihaknya su- .
dah selesai menyiapkan data-da-
ta wajib pajak seperti diminta
polisi. Namun ia enggan menje-
laskan kapan data itu akan dise-
rahkan ke Mabes Polri. “Pak
Menteri kan sudah janji satu-dua
hari lagi, ya, berarti besoklah" *
katanya,

Menurut Indra, data wajib pa-
jak yang akan diserahkan ke ke-
polisian tidak hanya mencakup
tiga perusahaan milik Grup Ba-
krie, yakni PT Kaltim Prima Coal,
PT Bumi Resources, dan PT Arut-
min. “Banyak yang diminta, eng-
gak hanya itu,” katanya.

“Ya, kooperatif" kata Kapolri
Timur Pradopo setelah bertemu
dengan Menteri Keuangan Agus
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SELASA, 18 JANUARL 2011 |

“Nomor satu diteliti, apa-
kah ada thnda- tand.a penya.

perusahaan yang terindikasi
dengan ini (masalah pajak),
maka segera diteliti lagi.”

Keuangan telah menyerahkan
berkas 151 wajib pajak per-
usahaan yang berkaitan de-
‘ngan Gayus.Saat ini polisi ma-

KASUS‘%I. PERUSAHAAN WAJIB PAJAK TERKAIT GAYUS

151 perusahaan memberikan
bantahan. “Kami tak pernah
berurusan dengan Gayus,”
ujar juru bicara XL Axiata,
Febrianti Nadira, “Chevron
menghormati hukum dan
menjalankan bisnis sesuai
peraturan dan penmdmn
yang berlaku,” u.]ar juru bica-

antikorupsi teinp Blcatd ks
neruskan penyelidikan %-
hadap kasus pajak yang me- -
libatkan Gayus. “Kedu
berjalan simultan;” kata Bu-
symsaat ke kan-
tor majalah kemarin,
ommmi-1wlnn|w
VN | W1 WTVANA



VNVALM L | YL YS VOBV -fuaw Hunfy ueesyelayy gﬁﬁﬂﬂﬁg e} TJ1 UBPISaI] Synajsul 18T
| LAY W | o4 | OO ADMYS @ euejey, SunBy s Huek eip ueEl ¥@) gedeySun  ‘erp ynmuBpy dﬂﬂﬁx ada

:@ ea  -Yer uep ujodey] 3 ueNHoqrp  -Supd nefey[ “ouomoog ueBu  Humpad u ‘BIMUBH 1s3yRL
-200y edes ‘T seje nped Gunwny,, sndeny eduue :

aﬁ@méﬂ.ﬂnﬂ ) m_%n Sy jmuew SMYs  ueseunuad whEp weEeg e e
WS URRU O - TI 1 [BA] SN SIUY SRS 71 uehenaRt ;.....ﬂﬁﬁ@iu@,. [e0s uapisaig
deyeeH 1oy [naeg ‘Bundy _mﬁmﬁgﬁuﬁng TR vt o s

g “,..M...._“m_..m..._....h ‘ereolq nml e1EY  [DMEA IR, SnARD) g0 yerey 6303, o ubumu Hﬁﬁmﬁﬂ
(sndeny snsey Eﬁn& esyel  yisewt ypuiewed NE[EY UEY  'SNSEY uqu:unu ﬁﬁﬁﬁpﬁ:&m UB[D{EMI] nmaun_

R ors T e 1o Ay S .

: UBpNg,, L SNS  [BOS YEJULID) jedey,, ny & el Mﬂﬂ:g
ﬂmng%mw%ﬂmﬁh ‘eirerey, ‘M q Epm_”m_n:m UBNUMUBIUSIL Ye] BeS SEF Eﬁ:m: :mx_._ﬂ
W YEpns Wreps .wnﬂgﬁmiﬂnugﬁ 21 Suek deys ueyunweouawr U !
i : K

==================




TELINVS YIYS1 | YULSTON Nie @ “upyjEnBuaw Suua(] Jeln 55@3 E qeIBqUEW -
E_msEomEE.acvnux gniﬁuﬂﬂﬂnﬂi ey, sndery ueynpny suod  SuE
UENTRG STIRY SnAPD), Pl - und ge%%&i “samul smyun sood edumf e e Bses
s.ésﬁ Eﬁaaauﬁ.a e ueeiey edes ur .wﬁuwﬁqﬁ_ﬁn&iw SaL=OLR

%gg -sapy Aungyoerg tedeyeand Eggg
R [BljUR) uafe UERq  UBUIENaJ We[Ep EPE Peupy  uedop 1p suden ueeoeqp -
101y [ROS snAeS) weynpny el ‘emdefng 93 snden) gua  Suek ueynpng vedeEp epy
yejuequew vSnl seSieg -niuaur yepy sefies g “puesens yniay
‘ueppesuad 1p smseuLo) g Eﬁﬁdsﬁ ‘endefu  -todwew yepew uESUENERq
-osio) wergesniod BBnay LB -IS 9 WIp umiuRpW ueye  sedjes ejofdte myeqad uep
| [ESE U ; J :

mnhww :ﬂ%ﬁﬁﬁ% Jrumu i%c%ﬁ&ﬂ&xﬁmmm muequ E TSI TONT on_ .Sm&:xm_
-ap ‘Siofed dnap) UEp [Bseleq,  ~JES URNEIRAUSUI pEUNPY  fupEled: 1die) eiu
vhugsodsp yejoy 1p deqru ¢ uENnE] Ep Bued ueppend  -eme e snies
dyf Suen ueseyedusw Suek ye  uep eled emeur qerEsRU UEY ‘uwsn snunx ‘sesjes ejof
-sefjeg eaieq snien URMp  ~mQeSusw M, PEUpY Bley  -Bue uep ‘suieipu] Auusg
-m a&EHME pEUIpY ggm@ﬁmﬁ wmmﬁmﬁsﬁumﬁﬁ%a

ey ___%__Eww nie:

~ ueguipn] degSuy se e mm
















KORANG®TEMPO
RABU, 26 JANUARI 2011 |

Polisi Didesak Publikasikan
us Tambunan

Aset Gay

Petinggi Polri yang
diduga terlibat harus
diperiksa.

JAKARTA — Kepolisian RI di-
nilai lamban dalam meng-
ungkap sumber berbagai aset
terdakwa kasus mafia hu-
kum Gayus Tambunan.

Menurut peneliti Divisi
Hukum dan Monitoring Per-
adilan Indonesia Corruption
Watch, Donal Fariz, penyidik
Badan Reserse Kriminal Ma-
bes Polri telah beberapa kali
menyita aset milik Gayus se-
jak Mei 2010, tetapi penyidik
hingga kini belum mengung-
kapkan asal-muasalnya.

Padahal, kata Donal,
pengungkapan dan publikasi
asal aset Gayus merupakan
satu di antara 12 instruksi
Presiden kepada lembaga
penegak hukum beberapa
waktu yang lalu. “Jadi, ja-
ngan ada informasi yang di-
tutupi lagi,” ujar Donal saat
dihubungi kemarin.

Jumlah aset Gayus yang
telah disita sekitar Rp 109
miliar, di antaranya rekening
senilai Rp 28 miliar serta aset
berupa uang USS$ 659.800,
Sin§ 9.680.000, dan 31 ba-
tang emas (@100 gram) seni-
lai total Rp 74 miliar.

Donal mengatakan ada
sejumlah aset yang sampai
sekarang tidak bisa diper-
tanggungjawabkan keber-
adaannya oleh penyidik.
Dari aset senilai Rp 28 mili-
ar, misalnya, hanya Rp 395
juta yang dijadikan bukti di
persidangan. “Ini yang patut
diduga diberikan Gayus ke
penegak hukum,” ujar Do-
nal.
Dengan tidak terbukanya

“ ———""
B i SRR 5.5

Pimpinan KPK dan sejumiah tokoh mendeklarasikan "Tiga Tuntutan Rakyat* untuk melawan kebo-
hongan pemberantasan korupsi dan mafia hukum di gedung KPK, Jakarta, kemarin.

penyidik ihwal aset.Rp 28
miliar itu, kata Donal, ma-
syarakat akan semakin kha-
watir atas keberadaan aset
Rp T4 miliar lainnya,

Kepala Bagian Penerangan
Umum Mabes Polri Komisa-
ris Besar Boy Rafli Amar me-
ngatakan Polri belum mene-
mukan bukti kekayaan Ga-
yus yang diperoleh dengan
memainkan pajak sejumlah
perusahaan.

Boy mengatakan, sejumlah
perusahaan yang mengguna-
kan jasa Gayus diduga mem-
berikan uang tunai sebagai
imbalan permainan pajak
mereka. Kepolisian, kata dia,
masih mencari bukti kekaya-
an tunai Gayus yang diper-

oleh karena jasanya tersebut.
“Itu yang jadi tantangan pe-
nyidik untuk menemukan-
nya,” ijarnya.

Kepolisian, kata dia, kini
masih mempersiapkan pe-
manggilan Gayus sebagai
saksi untuk mengurai hu-
bungan pajak 44 perusahaan
dengan kekayaan Gayus.
“Kalau ketemu (bukti per-
mulaan), bisa menjadi salah
satu kasus baru,” kata dia.

Mengenai pembukaan blo-
kir rekening Rp 28 miliar mi-
lik Gayus, pengacara terdak-
wa kasus gratifikasi Komisa-
ris Jenderal Susno Duadji,
Magqdir Ismail, mendesak
Polri memeriksa dua bekas
Direktur II Ekonomi Khusus

O BIBWOND TOYULND (1L k1)
WAL T

Bareskrim Mabes Polri, Bri-
gadir Jenderal Edmon [lyus
dan Brigadir Jenderal Ruja
Erizman.

“Pembukaan blokir itu be-
berapa hari setelah Pak Sus-
no berhenti dari jabatannya
(sebagai Kepala Bareskrim
Polri)," kata Magdir di Pene-
adilan Negeri Jakarta Selu-
tan kemarin.

Jika Kepala Polri Jenderal
Timur Pradopo berniat me-
nuntaskan kasus Gayus, kata
dia, para petinggi Polri yang
diduga terlibat juga harus di-
periksa. “Ibaratnya, ikan itu
kan busuk dari kepala, bu-
kan dari ekor,” tuturnya.
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JUMAT, 28 JANUARI 2011

Police Watch Ungkap Polisi
Penerima Suap Gayus

Berkas penyidikan
paspor palsu dilim-
pahkan ke kejaksaan.

JAKARTA — Indonesia Police
Watch (IPW) menduga enam
- polisian RI terlibat dalam ma-
nipulasi penyidikan dan pe-
nuntutan Gayus Halomoan
Tambunan dalam perkara
penggelapan pajak dan pencu-
cian uang senilai Rp 394 juta.
Namun hanya lima di an-
taranya yang menerima uang
suap dari Gayus melalui
pengacaranya kala itu, Ha-
posan Hutagalung. “Sedikit-
nya enam oknum polisi harus
bertanggung jawab dalam
kasus Gayus dan Cirus,” kata
Ketua Presidium IPM, Netta
S. Pane, di ruang pers gedung
Dewan Perwakilan Rakyat,
Jakarta, kemarin.
Netta menyebutkan inisial
nama keenam orang itu, yakni

PE,R, 1A, dan S. Mereka ter-
diri atas lima perwira tinggi
dan seorang petugas Profesi
dan Pengamanan Mabes Polri.
Ia pun membeberkan temuan
empat aliran dana besar dari
Gayus kepada para polisi ter-
sebut, masin_-masing Rp 750
juta, Rp 1,5 miliar, Rp 2 miliar,
serta Rp 3,5 miliar.

Netta menduga keterlibat-
an para pejabat itulah yang
membuat Polri tak maksimal
mengusut keterlibatan jaksa
Cirus Sinaga. Ia pun berha-
rap Komisi Pemberantasan
Korupsi berfokus pada pem-
bukaan blokir rekening ber-
isi uang sekitar Rp 27,6 mili-
ar milik Gayus. “IPW akan
memberi petunjuk dan ma-
lisi yang terlibat,” ujarnya.

Kepala Bidang Penerang-
an Umum Mabes Polri In-
spektur Jenderal I Ketut Un-
tung Yoga Ana menyatakan
tak tahu perihal data yang

disampaikan oleh Police
Watch. Ia juga menjawab tak
tahu ketika ditanya apakah
dalam penyelidikan ditemu-
kan indikasi keterlibatan
enam polisi itu. “Saya tak ta-
hu. Tanyakan saja ke IPW"
ucapnya singkat. *

Rabu lalu, penyidik Direk-
tur I Tindak Pidana Umum
Badan Reserse Kriminal Ma-
bes Polri melimpahkan dua
berkas perkara paspor palsu
atas nama Sony Laksono de-
ngan tersangka Gayus dan
Ari Nur Irwan kepada Jaksa
Agung Muda Pidana Umum
Kejaksaan Agung. Menurut
Kepala Bidang Penerangan
Umum Komisaris Besar Boy
Rafli Amar kemarin, adalah
Ari yang memotret Gayus
untuk paspor itu. Sedangkan
Joko, yang mengenalkan Ari
kepada John Jerome Grice,
belum dijadikan tersangka.
Adapun Jerome, pembuat
paspor palsu, masih buron.

Boy menuturkan, penyidik
masih memeriksa beberapa
petugas imigrasi terkait de-
ngan kepergian Gayus. Sebe-
lumnya, Menteri Hukum dan
HAM Patrialis Akbar menga-
takan 35 petugas Direktorat
Jenderal Imigrasi telah di-
nonaktifkan,

Adapun Komite Kode Etik
dan Profesi Mabes Polri di-
jadwalkan membacakan pu-
tusan untuk Ajun Komisaris
Sri Sumartini pada Senin pe-
kan depan. Pada Mei 2010,
Komite telah merekomenda-
sikan agar Komisaris Arafat
Enanie diberhentikan.

Boy juga menjelaskan, pa-
da Februari akan digelar si-
dang untuk empat perwira:
Mardiyani, Komisaris Besar
Pambudi Pamungkas, Briga-
dir Jenderal Edmon Ilyas,
Komisaris Besar Eko Budi
Sampurna, dan Brigadir Jen-
deral Raja Erizman.
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TERKAIT KASUS GAYUS‘
Tim Kementerian Periksa Pegawai Pajak

JAKARTA — Kementerian Ke-
uangan memfokuskan peme-
riksaan pada penyidik pajak
yang telah memeriksa 151
berkas wajib pajak yang ter-
kait dengan kasus Gayus H.
'.I.‘a.mbu.l:l.aJL ‘Semua sedang
kami teliti” kata Inspektur

Jenderal Kementerian Ke-,
uangan Sonny Loho kemarin.

Pemeriksaan akan dilaku-
kan terhadap semua pegawai
yang disebut Gayus ikut me-
meriksa 151 berkas wajib pa-
jak.“Semua yang disebut, sa-
lah atau tidak, akan diperik-
sa," ujar Sonny.

Jika ditemukan unsur pi-
dana, pegawai pajak yang
terlibat akan dikenai sanksi

sesuai dengan hukum. Saat
ini, kata Sonny, proses peme-
riksaan sedang berlangsung.
Pemeriksaan dilakukan oleh

. tim Inspektorat Jenderal Ke-

menterian Keuangan serta

Direktorat Kepatuhan Inter-

nal dan.Transformasi Sum-

. ber Daya Aparatur Direkto-

rat Jenderal Pajak.

Sumber Tempo di Kemen-
terian Keuangan mengung-
kapkan, pemeriksaan difo-
kuskan pada pegawai bagian
penelaah keberatan sampai
eselon I11. Proses pemeriksa-
an didahului dengan meneliti
proses-proses pemeriksaan
151 berkas wajib pajak. Dari

penml-maan akan chla.n

jutkan ke materi sulstantif.

Bila ditemukan kejanggal-
an, tim akan memanggil pe-
gawai pajak terkait. Menge-
nai hasil pemeriksaan, kata
sumber  ini, masih berkisar
pada ketua tim sampai su-
pervisor.

Sejak kasus Gayus terung-’

kap pada Maret tahun lalu,
Kementerian telah mencopot
sejumlah pejabat di Direkto-
rat Jenderal Pajak. Mereka
adalah Bambang Heru Ismi-
arso (Direktur Keberatan
dan Banding), Johny Tobing
(Kepala Sub-Direktorat Pe-
ngurangan dan Keberatan),
Maruli Pandapotan Manu-

rung (ditahan), serta Humala

S.L. Napitupulu (ditahan).
Sedangkan pejabat yang
dimutasi karena kasus ini
adalah Kepala Sub-Direkto-
rat Gugatan dan Banding 1
Wilayah Jakarta Marudur Si-
tanggang, Kepala Seksi Ban-
ding dan Gugatan I-B Bam-

Peninjauan Kembali dan Eva-
luasi Yurnalis, serta Kepala
Seksi Pengurangan dan Ke-
beratan Pajak Agus Budiono.
Pejabat yang terkait dengan
kasus Gayus bertambah sete-
lah Menteri Keuangan Agus
Martowardojo mencopot lima
pejabat eselon II dari jabatan-

nya pada bulan ini.
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